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Persaingan usaha yang tidak sehat merupakan tindakan yang sangat merugikan
dalam dunia usaha dan perekonomian nasional. Untuk itu, lahirlah aturan hukum
persaingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999 menentukan dibentuknya
KPPU sebagai pengawas dan penyelesaian setigp perkara pelanggaran hukum
persaingan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU diberikan kewenangan
untuk mengatur sendiri tata cara penangan perkaranya, dengan menetapkan Kep.
KPPU No. 5 Tahun 2000 yang disempurnakan menjadi PerKom No. 1 Tahun
2006. Salah satu alasan lahirnya PerKom No. 1 Tahun 2006 adalah adanya
tambahan tahap Perubahan Perilaku sebagai salah satu bagian dari tahap dalam
penanganan perkara di KPPU. Rumusan masalah dalam pendlitian ini adalah
bagaimanakah tahap Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara pelanggaran
hukum persaingan usaha di KPPU? Untuk itu, penelitian ini bertujuan
memperoleh deskripsi lengkap, jelas, dan sistematis tentang tahap Perubahan
Perilaku sebagai salah satu bagian dari tahap penanganan pelanggaran dalam UU
No. 5 Tahun 1999.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan normatif-empiris dengan tipe non
judicial case study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara
pemeriksaan data (editing), rekonstruks data (reconstructing), dan sistematisi
data (systematizing). Anadisis yang digunakan adalah andisis data secara
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan KPPU menetapkan Perubahan Perilaku
sebagal salah satu tahap dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum
persaingan usaha adalah sebagai bentuk peringatan KPPU berupa teguran kepada
pelaku usaha yang diduga melanggar untuk merubah perilakunya; menumbuhkan
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kesadaran atau itikad baik kepada pelaku usaha terlapor untuk melaksanakan
penetapan Perubahan Perilaku; untuk mempermudah pemeriksaan perkara dan
mempersingkat jangka waktu penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan
usaha.

Tata cara Perubahan Perilaku merupakan bagian dari tata cara penanganan perkara
di KPPU yang harus pula diawali dengan adanya dugaan pelanggaran hukum
persaingan usaha yang dilaporkan atau diketahui oleh KPPU. Untuk itu, KPPU
melakukan penelitian dan klarifikasi laporan, kemudian dilanjutkan dengan
pemberkasan yang diikuti dengan gelar laporan yang dihadiri oleh anggota
Komisi. Jika gelar laporan dinyatakan layak, maka dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Pendahuluan melalui penetapan Komisi. Pemeriksaan Pendahuluan
dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan bukti awal yang cukup dari pelaku
usaha terlapor tentang dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya
Berdasarkan bukti awal yang cukup, KPPU mengajukan tawaran Perubahan
Perilaku kepada pelaku usaha terlapor yang diduga melanggar. Tawaran
Perubahan Perilaku yang diterima, ditindaklanjuti oleh KPPU dengan membuat
keputusan berupa Penetapan Perubahan Perilaku yang diikuti dengan monitoring
penetapan Perubahan Perilaku. Penetapan tersebut, akan menghentikan sementara
(suspend) suatu penanganan perkara sebelum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan
Lanjutan. Sementara itu, tawaran Perubahan Perilaku yang tidak diterima, maka
terhadap penanganan perkaranya akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Perubahan Perilaku ditetapkan dalam suatu Penetapan Komisi, yang memberikan
akibat hukum dalam penanganan perkara bagi KPPU dan bagi pelaku usaha
terlapor. Bagi pihak KPPU, adanya penetapan perubahan perilaku, berakibat
KPPU melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan. Hasil monitoring
tersebut mempengaruhi terhadap jalannya penanganan perkara di KPPU.
Sedangkan bagi pihak pelaku usaha terlapor, adanya Penetapan Perubahan
Perilaku, berakibat terlapor harus melaksanakan isi penetapan yang berisikan
komitmen untuk merubah perilakunya berdasarkan bukti awa adanya dugaan
pelanggaran yang menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Jika terlapor melaksanakan penetapan tersebut, maka penanganan perkara
dihentikan hanya sampai pada tahap Perubahan Perilaku ini, sedangkan jika
terlapor tidak melaksanakan penetapan tersebut, maka penanganan perkaranya
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
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